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ABSTRACT 

Abstract  

This thesis title is decision review of district court in region law of Yogyakarta high 

court against narcotics abuse case by the police officer.  Basically, a police officer who 

becomes subject of narcotics abuse is caused by three factors, (1) personality, (2) 

family, and the environment. A police who become the subject is equal before the law 

like civil society. How does the judge make some decision for them as members of 

narcotics abuse and is there any special consideration for them? The special 

Consideration by judges for condemned the police officer should be an example and 

become role model for society not only for enforcing the justice but also for not 

breaking the law. In addition, the special consideration has general consideration as it 

is regulated in act Number 35 Year 2009. 

Keywords: district court, the police, narcotics abuse. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah   

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan 

ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang. 

Keberadaan polisi saat ini bagaikan hubungan antara ibu dan anak dengan 

masyarakat dimana segala aspek yang ada dan terjadi didalam masyarakat semuanya 

ditangani oleh kepolisian, oleh karena itu timbulnya ketergantungan masyarakat 

yang kuat sekaligus ketidak percayaan masyarakat terhadap polisi, pemikiran itulah 

yang sudah tercipta dan  menjadi suatu kesatuan yang melekat didalam setiap 

masyarakat kini. 

Anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama 

saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur 

didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 

Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia. hal ini adalah sesuatu 

yang sangat memperihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Persoalan pokok muncul 

dari suatu peradilan yaitu bagi anggota polisi yang kedapatan menyalahgunakan 

narkotika yang tertuang dalam bentuk putusan.  

Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi 

belum tentu memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat 

maupun bagi anggota polisi itu sendiri, meskipun anggota polisi dianggap sebagai 

warga sipil,  tetapi dimata masyarakat karena salah satu fungsi polisi adalah sebagai 

penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi 

terhadap mereka juga harus ada efek pemberatnya, dimana banyak kasus yang 
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terjadi sekarang ini di dunia kepolisian tidak semua anggota polisi yang melakukan 

penyalahgunaan narkotika itu di pidana ataupun direhabilitas, mereka hanya melalu 

sanksi dari instansi mereka sendiri.  

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis ingin melihat secara dekat apakah 

anggota polri sebagai penyalahguna narkotika penjatuhan sanksi pidananya sama 

dengan masyarakat biasa.  

2. Rumusan Masalah:  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apakah putusan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian?   

2. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam manjatuhkan sanksi pidana 

terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian? 

PEMBAHASAN  

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN   TERHADAP 

KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA 

KEPOLISIAN 

A. Narkotika Dan Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika: 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan 
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atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi  sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. 

2. Bentuk penyalahgunaan narkotika  

Bentuk-bentuk penyalahgunaan itu pada umumnya yang sering terjadi di 

Indonesia adalah memiliki, menggunakan, memproduksi, mengedarkan, 

memperjualbelikan dan menanam bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai 

narkotika. Disini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan 

narkotika tersebut:  

a. Memiliki adalah suatu barang (Narkotika) yang dikuasai sepenuhnya atau 

tidak, tetapi digunakan secara pribadi ataupun secara berkelompok. Definisi 

lain mengatakan memiliki itu adalah  seseorang yang menguasai suatu barang 

baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan 

mempertahankan atau menikmatinya oleh orang yang memiliki barang 

tersebut. 

b. Menggunakan adalah seseorang yang dengan tanpa adanya hak 

mempergunakan atau memanfaatkan suatu narkotika sehingga akan sampai ke 

tahap ketergantungan secara fisik dan psikis. Dalam penggunaannya dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dihirup asapnya, dihirup serbuknya, 

disuntikkan ataupun ditelan dalam bentuk pil atau kapsul. 

c. Istilah produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu to produce yang bermakna 

menghasilkan sesuatu. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh orang atau badan (organisasi) yang bertujuan untuk 

menghasilkan atau mengubah barang tersebut menjadi barang yang bernilai 

harga tinggi.     
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d. Pengedar diatur didalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai 

tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam melaksanakan 

peredaran narkotika diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

Tentang  Narkotika.  

e. Menanam adalah menaruh bibit kedalam tanah dengan cara tanahnya dilobangi 

atau dicangkul yang bertujuan untuk memelihara atau menumbuhkan bibit 

tersebut. 

 

B. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 

1. Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Sipil 

pelaku penyalahgunaan narkotika oleh sipil biasanya banyak 

dilakukan oleh anak-anak remaja, dimana pada masa-masa remajanya 

mereka, adanya rasa penasaran yang tinggi untuk mencoba suatu hal-

hal baru.  

2. Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi 

Betuk penyalahgunaan narkotika yang biasanya dilakukan oleh anggota 

polisi yaitu:  

a. Sebagai pengguna narkotika 

          Penyebab sesorang polisi sebagai pengguna ialah karena ingin 

menghibur diri dari masalah pribadi dan tuntutan pekerjaan yang 

tinggi sehingga mengharuskannya untuk mengkonsumsinya agar tetap 

terjaga.  
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b. Sebagai pengedar narkotika 

Pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi 

dimungkinkan karena  tergiur dengan besarnya keuntungan yang akan 

di peroleh apabila ia mampu menjual narkotika kepada orang lain.  

Ada 3 (dua) faktor yang menyebabkan seorang anggota polisi menjadi 

pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu: 

a. Faktor pribadi 

b. Faktor keluarga  

c. Faktor lingkungan  

3. Modus Operandi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polisi 

Modus operandi yang dilakukan oleh polisi hampir sama 

dengan sipil. Misalnya dalam hal pengedarannya, narkotika 

ditawarkan secara Cuma-Cuma kepada calon pengunanya, kemudian 

setelah pengguna tersebut mulai kecanduan maka sipengguna untuk 

mendapatkan narkotika harus membelinya dengan harga tinggi. 

Sedangkan untuk penggunaannya dapat dilakuakan dimana saja dan 

kapan saja. Misalnya dilakukan dirumah, sekolah, dll asalkan tidak 

dilihat dan diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang membedakan 

modus operandinya adalah dilihat dari segi jabatannya, dengan 

jabatannya sebagai polisi memudahkannya untuk menyelundupkan 

narkotika yang disita dari seseorang yang tertangkap karena 

menyalahgunakan narkotika 

4. Dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh polisi 

a. Dari Segi Pengguna Dapat Meyebabkan:  
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1) ketergantungan secara fisik sehingga mengakibatkan kerusakan pada 

saraf dan organ-organ tubuh.  

2) Ketergantungan secara psikis yaitu: menyebabkan selalu 

berhalusinasi dan berkhayal serta ketidak mampuan dalam 

mengahadapi suatu masalah serta mudah emosi.  

b. Dilihat Dari Segi Pengedar:  

1) Menghambat pembangunan negara 

2) Merusak diri generasi muda.  

 

C. Proses Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polisi 

1. Tingkat penyidik 

           Proses penyidikan seorang polisi yang sebagai penyalahguna 

narkotia dilakukan sesuai denga tatacara yang diatur dalam hukum acara 

pidana. Karena berdasarkan pasal 29 UU nomor 2 tahun 2002 tentang 

kepolisian menyatakan bahwa anggota kepolisian tunduk pada peradilan 

umum. Tetapi menurut konpol bejo dari polres jogja yang membedakan 

polisi dengan sipil selama penyidikan yaitu bahwa polisi akan dibina 

baik secara keagamaan, mental, kepribadian dan prosefesi, dan selama 

penyidikan polisi akan ditempatkan pada sel yang berbeda dengan sipil 

hal dilakukan bertujuan untuk menjaga martabat kepolisian 

2. Tingkat persidangan  

Anggota polisi yang sebagai terdakwa akan menjalani proses 

persidangan di peradilan umum tetap di tuntuk oleh jaksa penuntut 

umum dan diadili oleh hakim. 
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3. Bentuk Putusan Pengadilan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh 

Polisi 

Bentuk putusan yang dijatuhkan kepada anggota polisi yang melakukan 

penayalahgunaan narkotika yaitu berupa pemidaan. Dimana pemidanaan ini 

bertujuan untuk memberikan kenestapaan bagi si terpidana.  

4. Studi kasus 

Terdakwa IP yang terbukti sebagai penguna narkotika berjenis shabu-

shabu seberat 0,004 gram dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan oleh 

pengadilan negeri sleman. Dalam kasus diatas menurut ibu hakim WR. 

Putusan terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika 

berinisial IP sudah sangat obyektif, dengan melihat: 

a. Berat narkotika yang digunakan terdakwa hanya seberat 0.004 gram.  

b. Tidak memiliki catatan buruk dalam hukum khususnya hukum pidana.  

c. Adanya keinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika. 

 

Pertimbangan khusus harus yang dijatuhkan hakim WR beserta 2 (dua) 

hakim yang lain justru karena dia (IP) berasal dari anggota kepolisian yang 

seharusnya sebagai contoh dan panutan masyarkat sehingga dia dikenakan 

pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang jika mana IP bukan anggota polisi 

hakim mungkin dapat mengurangi masa pidananya atau merehabilitasinya 

saja.  

Pengenaan pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh hakim di Pengadilan 

Negeri Sleman menunjukkan bahwa pengadilan umum di negara ini masih 

menegakkan asas equalitiy before the law, yang mana tidak melihat dari jenis 
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pekerjaan maupun harta kekayaan, sehingga seorang polisi yang sebagai 

terdakwa tetap dipandang sama dengan masyrakat sipil.  

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap 

permasalahan  yang terjadi,  dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Putusan pengadilan negeri khususnya yang dilakukan oleh pengadilan 

negeri Sleman terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunaankan 

narkotika adalah berupa penjatuhan pidana penjara. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengadilan negeri di wilayah pengadilan tinggi di Yogyakarta tidak 

memberlakukan diskriminasi antara anggota polisi yang melakukan tindak 

pidana narkotika dengan orang yang bukan anggota polisi. Seperti kasus 

anggota polisi yang berisinial IP yang dikenakan pidana penjara selama 5 

(lima)  bulan.  

2. Pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika adalah 

polisi yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat 

dan menjadi orang yang selalu menegakkan peraturan hukum, bukan 

menjadi pelanggar hukum. Disamping pertimbangan khusus, ada 

pertimbangan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yaitu dapat merusak diri para generasi 

muda sehingga menghambat pembangunan negara, dapat merugikan dan 

membahayakan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. 
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